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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui
kegiatan pembiikaan tanah negara telah berkembang
dengan pesat seiring pertambahan jumlah penduduk dan
bertambahnya kegiatan ekonomi berbasis lahan;

b. bahwa pembukaan lahan memerlukan pengendalian
sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang
pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim
investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan
masyarakat dengan tetap memperhitungkan keseimbangan
penggunaan pendistribusian tanah dan memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan
membuka tanah negara hams berdasarkan pada prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang balk dan berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian
dengan rencana tata mang yang berlaku, daya dukung dan
daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu
sendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a, humf b, dan humf c tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka
Tanah Negara.

Mengingat ; l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Damrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);




































